
BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 204); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 Nomor 112). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja 
Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disingkat RKA Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

Pasal 2 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan 
dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman 
pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan hasil evaluasi Renja Dinas 
Lingkungan Hidup tahun lalu. 

Pasal 4 
(1) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan sistematika 

penyusunan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN, 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun RKA Dinas 
Lingkungan Hidup. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Kepala PD 

KabagHukum 

Sekretaris PD 

Kabid Bappelitbangda 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 132 
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BERIT A ACARA 

VERIFIKASI PERBUP RENJA 2024 

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS UNGKUNGAN HIDUP 

BAB I PENDAHULUAN 
I 

CATATAN HASIL VERI FIKASI 

1.1 Latar Belakang sesuai 

1.2 Landasan Hukum sesuai 

1.3 Maksud dan Tujuan sesuai 

1.4 Sistematika Penulisan sesuai 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA sesuai 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sesuai 
Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Tabel T-C.29 sesuai 

Tabet 2.1.A D1tambahkan Tabel sesua1 form penjelasan 
sudah ada 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan sesuai 
Perangkat Daerah 

Tabel T-C.30 sesuai 
2.3 lsu-isu Penting Penyelenggaraan sesuai 

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.4 Review terhadap Rancangan Awai sesuai 
RKPD 

Tabel T-C.31 sesuai 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan sesuai 

Kegiatan Masyarakat 

Tabel T-C.32 sesuai 
BAB Ill TUJUAN DAN SASARAN sesuai 

PERA NG KAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan sesuai 
Nasional 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja sesuai 
Perangkat Daerah 

Tabet 3.2 sesua1 

3.3 Program dan Kegiatan Sesuai, sudah ada p mjelasan program prioritas 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN sesuai 
PERANGKAT DAERAH 

Tabel T-C.33 sesuai 

BABV PENUTUP sesuai 
• ct.1, Lr" baha11 Tata cara penulisan sesuaikan catatan verifikasi 

pada dokumen 

Pasurua n, 14 Agustus 2023 

PD : Dinas Lin n rj " H. up Verifikator 

\[ ~ u~ 
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RENCANA KERJA 
DINAS LINGKUNGAN HIDU 

TAHUN2024 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN PASURUAN 

I 

I 

I 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR TAHUN 2023 

TANGGAL : 2023 

BABI 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program, 

kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan , indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 

anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan renja merupakan hasil 

pembahasan atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disinergikan 

dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada 

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan 

Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap 

penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan 

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD 

yang definitif. 

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena 

RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD/RPD dan Renstra 

PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan , RENJA menjembatani 

sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang 

lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum 

APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dengan Pemerintah. 

Rancangan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis 

(Renstra) PD tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai 

dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang 

kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan penganggaran pusat 

maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. 
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Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya 

1.2 Landasan Hukum 
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan; 
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13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

16. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang 

Laboratorium Lingkungan; 

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan­

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi 

Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P .16/M EN LHK/SET J EN/SET.1 /8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 
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27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi , Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang 

Terbuka Hijau; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 

-2025; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Sampah di Kabupaten Pasuruan; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan / Kebersihan ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Sampah; 

38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 

39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang lzin Pembuangan Limbah 

Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Sadan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan; 

40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi 

Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

41 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan. 

4 



1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 adalah: 

1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah 

strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan. 

2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dalam 

rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program serta 

kergiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan pada Tahun 2024 yang dibiayai 

dengan APBD Kabupaten , APBD Provinsi maupun APBN. 

3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai 

pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi. 

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah 

sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan serta menyusun anggaran 

pelaksanaan yang akan dilakukan Tahun 2024 sehingga mendukung tercapainya sasaran 

Dinas Lingkungan Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian 

tujuan yang ada dalam RPO. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

1 . 1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

11. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

2.3 lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan 

Hidup 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awai RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
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Ill. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 

3.3 Program dan Kegiatan 

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

V. PENUTUP 
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BABV 

PENUTUP 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Renja DINAS LINGKUNGAN HIDUP) 

� Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DINAS 

llNGKUNGAN HIDUP yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPO) 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang 

berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . 

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP ini didalamnya 

dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif DINAS 
• . •

LINGKUNGAN HIDUP berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. 

Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi 

Renja Perangkat Daerah tahurf'lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan 

anggaran melalui mekanisme pei:,entuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah. 

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ditetapkan, 

menjadi pedoman DINAS LINGKUNGAN HIDUP dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan 

Anggaran) DINAS LINGKUNGAN HIDUP : 

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah­

langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja

Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan

supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa

program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok

sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 
I\ 1' 

Asisten PKR :i \

Kepala Bappelitbangda \� 
Kepala PD ff 

BUPATI PASURUAN,

            ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Kabag. Hukum Vlf' 

Sekretaris PD 4-\. 

Kabid Bappelitbangda � 


